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PUTUSAN
Nomor 1022/Pdt.G/2023/PA.Smn

N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat

pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, sebagai
Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak

Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX,

Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor
1022/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalii pada

pokoknya sebagai berikut:

L ———————— Bahwa pada tanggal 10 September 2003
telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran
agama lIslam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, sebagaimana
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tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 26 Juni
2023, pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat
adalah Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat yang beralamat
di Plaosan Xl, Sutan RT/RW. 003/024 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon
Minggir, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 18-06-2004, usia
19 tahun.
b. ANAK II, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 29-03-2011,
usia 12 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 sering terjadi
perselisihan dan percekcokan, yang disebabkan:
a) Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada
Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai tulang
punggung dalam keluarga.
b) Bahwa setiap bertengkar Tergugat berkata kasar, dan selalu
mengancam akan bunuh diri
c) Bahwa pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan
Tergugat sudah pernah melakukan mediasi dengan keluarga denga
hasil Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun
stelah 1 minggu Tergugat kembali melakukan kesalahanya kembali.
5. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan April tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah karena Pengggugat pergi meninggalkan Tergugat,
Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat
di Bandan RT/RW. 005/015, Kalurahan Sendangsari, Kapaneown Minggir,

Kabupaten Sleman, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat
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sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga
lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat
dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim
dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
e e e e e e e e Menjatuhkan
talak satu ba'in sughra Tergugat NAMA TERGUGAT kepada Penggugat
NAMA PENGGUGAT
TP URT PP UPP PP Membebankan

biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang

seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 1022/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 12 Juli 2023 dan Tanggal 20
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Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 03 Juni 2012,
yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Minggir Kabupaten
Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 26 Juni 2023,

yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
B. Saksi;

1.
IDENTITAS SAKSI |, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal

dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah
September 20 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di

rumah Tergugat dan telah mempunyai tiga anak;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu
terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah
secara layak dan Tergugat kasar kata-katanya suka mengancam ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan
Tergugat berkaali-kali baik ketika saksi main ke rumah Penggugat
atau ketika Penggugat dan Tergugat main ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisahrumah sejak
April 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak
pernah rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;
2.
IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi teman kerja Penggugat sejak 11 tahun yang
lalu, saksi kenal Tergugat sama 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan saksi sama-sama punya usaha
perias pengantin;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah
sebagai suami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di
rumah Tergugat dan mempunyai tiga anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu
mulai tidak rukun terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat
memberi nafkah secara layak dan sering bersikap kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisahrumah sejak
4 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan
tidak pernah rukun lagi hingga sekarang;

- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk

mendamaikannya lagi;
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Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat merasa cukup dan
telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta

telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka
persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa
dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya
dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
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tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan
tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu
sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang
didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat
dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10
September 2003 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat
mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya

mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang beperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 ternyata setelah menikah
Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan
telah mempunyai dua anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari
Tergugat adalah sejak Pebruari tahun 2021 sering terjadi pertengkaran yang terus
menerus karena masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak
kepada Penggugat dan Tergugat suka bersikap kasar dan suka mengancam
bunuh diri, Puncak pertengkaran April 2023 berpisah rumah Penggugat pulang
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ke rumah orangtuanya, sejak pisah rumah tidak pernah rukun kembali dan tidak
saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun
Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan
oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi
maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang
menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran
yang terus menerus sejak dua tahun yang lalu karena Tergugat tidak dapat memberi
nafkah yang layak kepada Penggugat dan suka marah, faktanya keduanya saat ini
pisah rumah sejak Juni 2023 hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling
menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang.
Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan
mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima
sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah
pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak
sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan
sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai
dalil gugatan angka 5 dan 6 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR,
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sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang
diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10
September 2003;
b. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua anak;
c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari tahun 2021
timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi
nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka bersikap kasar
kepada Penggugat;
d. Puncak pertengkaran April tahun 2023 pisah rumah Penggugat pulang
ke rumah orangtuanya;

e. Kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut telah cukup beralasan
dan oleh Majelis diambil sebagai fakta hukum retaknya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang telah
pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari
Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi:
ao Blay Loo £l 0Ss ol BLicl ol azg )l disy ola)l s bges wus 158

4l aills Lgills Lagin ThOY! ¢ (o lill e s laglliol G & isell plgo

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat
(istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang

menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk

hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah

ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur
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alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak,
oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan

Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek,

sebagaimana dalil syar’i:

P\ > Y i'..'a prigees }é J_\.M" I>§:~ o go g;' O

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datan;], ia dipandang
sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan
menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu
ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT)
terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah
Hidayati, M.S.l. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.l. serta
Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.l., S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.1.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.1I. Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1 PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000.00
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c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000.00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

Proses : Rp 75.000,00
Panggilan : Rp 360.000,00
Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 505.000,00

AownN
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